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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3§ LAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Mesonbang

KARUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBGNDO,

bahwa sesuai basil evahnsi pelaksanaan otonomi dacrah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten Simbondo, terdapat pernbshan tugas dan
fungsi Badan Pemberdoyaan Masyamkat dam Porempuan Ksbuopaten
Situbondn;

bahwa guna maksud sehagaimana huruf 2 konsideran ini, Peraturan
Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tenlang Uraian "fugss dab Fongst Radan
Pemberdayaan Masyarakai dan Perempuan Kabupaten Situbondo sudah
tidak sesuai lagi dalam perkembangannya schinggn periu diganti;

bahwa guna maksud schapaimena huruf a dan b konsidetan ini, periu
mengatur Traian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaen Masyarakat
dan Perempuan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan
dengan Peraburam Bupati.

Undang-1ndang Nomer 12 Tabor 1950 temang Pembentukem Daersh-
dacrah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (1.embaran
Negara Republik Indonesia Tehun 1950 Nomer 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9

Undang-Undang Nomer § Tabun 1974 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian {Lemberan Negerz Republik Indonesia Talun 1974
Womor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041} schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 43
Tahun 1999 tentang Peruhahan Atas Uindanp-Undang Momor 8 Tahun
1974 tentmy Pokok-pokok Kepegawaian {Lemharzn Negara Republik
Indonesia Tahom 1999 Nemor 169, Tambahan Lemberan MNegara
Republik Indoncsia Nomor 1890}

Undang{ indang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Megara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomur 109,
Tambahan I.embaran Negara Republik Indoresia Nomor 4235) ;
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Undanp-Undang Nemor 17 Tabmn 203 tentang Keusnpan Negara
(Lembharan Negara Remublik Indonesia Tahun 2003 Nomar 47,
‘I'antbahan T.embaran Mesara Republik Indonesia Nomar 4286,

Undang-—ndang Nomor 1 Tahun 2004 entang Perbendaharaan Negata
{(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tamm 2004 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Nemira Republik Indonesia Nomor 4335);

{ndang-Undang Nomor 10 Tahum 2004 tentang Petobentukan Peratian
Perumdang-uodangan {T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
7004 Nomor 53, Tambehan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4389Y;

Undang-Undang Nomor 25 Tahon 204 tentang Sistem Percneanam
Pembangunan Nasional { T.emburan Negara Republik Indoncsia Tabun
4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Womor 4421);

Undang—Undang Nomor 32 Talum 2004 tentang Pemerintahzm Daerah
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor £25,
Termbghan Lembaran Negmz Republik Indonesia Nomer 3437}
sehogaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun
2008 tentang Pernbahan Kedua Atas [Indang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerimlahan Deersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talwm 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nownor 4344);

Undang—Undang Nomar 33 Tahup 2004 tentang Perimbangan Kevanpan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraluran Pemerintah Womor 28 Tabhon 1972 tentang Perubakan Nama
Jan Permindahart Tompnt Kaduduksn Pemnerimatno Deersh K shapaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahum 1972
Momor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Talnm 2000 tentang Pengemghkaten
Pevawai Negeri Siptl utam Jabatan Struktural (Lembarm Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lenbaran
Negara Republik Indanesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Permcrintah Nomor 13 Tahun 2{02 tentang, Perubahan
Atas  Peraturan  Pemerinidh Nomor 100 Tehun 204G tentang
Pengangkatan Pegawai Megeri Sipil Dalam  Jabatm Struktural
{Lembaran Negara Republik Imdonesia Tabun 2002 Nomor 13,
Tamhbshar Lembaran Nogars Repablik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintsh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tabem 2003 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indepesia Nomor 4263,

TPeraniran Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 featang Peseiolsan
Kruangan Dacrah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomuor 3140, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Waomor 4578y,

Pcraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa {iembaran
Megara Republik Indosesis Tabun 2005 Momor 158, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indongsia Nomor 4587);

Peraturan Pemerinsh Momor 73 Tahun 2005 temtany Kelurahan

{Lembaran Megara BRepublik Indonesia Talum 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indomesia Nomoar 4588);
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Peramcan  Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 temtang Pedoman
Pembingan dan Pengawasm Penyglengearaan Pemerintahnn Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomer 1635,
I'ambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Momor 4594);

Peraturan Pemerintak Nowor 38 Tahun 2007 jentang Pembagian Umnsan
Pemerintzshan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrab Proping, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kata (T.embaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nemor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik indonesia Nomor 4737);

Peratiiran Pemerintah Nomor 41 Tines 20KF7 temeng Organisess Permmghoat
Dacrak (Leombaran MNegama Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 89
Tarmbahan §.cmbaran Mepara Republik Indonesia Momor 47417;

Peraroran Menteri Dhlam NWegenn Nomaor 13 Tabhun 2006 teniang
Pedoman Pengelolaan Eeuangan Dagrsh sebagaimena telab dinbab
dengan Peraturan Meateri Dalam Megeri Momee 59 Tahun 2007 tentang
Perthahan Atas Peratwcan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabem 2004
tenting Pedomar Pengalalann Kextamgsn Paersh;

Peraturan Menterl Dadam NMegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Rentuk Produek Tukum Tasroh;

Perariran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tabhun 2006 tentans
Prosedur Penyusuman Produk TEakum Daerah;

Punatyram Maabery Dalany Negene Nomoes 23 Talnme 2007 icobee Pedenum
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelengearaan Pemerintah Dacrab;

Peraturan Menteri Dalam MNegen Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Tracrzh dan Peraturan Kcpala Dacrah;

Peraturan Menteri Plalaom Negeri Momor 57 Tahun 2007 tentang
Tetunjuk Teknes Penatem Orgarmsiaes Mermgket Duerab:

Peraturan Daersh Kubupaten Sitzbondo Nomor (12 Tahuen 2008 tentang
Lirusan Pamerintahan Daerah Kabupaten Sitobondo (T.embaran Nzerah
¥abupaten Sitebond o Tabon 2008 Nomor 2);

Peraturam Dacrah Kabupaten Silubvnde Nomor 04 Takun 2008 temtang
Susuman Orpanisast den Tata Kega Lembaga Teknis Daersh Kabupeen:
Simbondo (T.embaran Daergh Kebupaten Situbonde Tsehun 2008
MNomor 4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUCGAS DAN FIINGSE
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TEREMFPUAN
KABUPATEN S1ITUBONDO

BAE I
KETENTUAN UMIUM
Paznl 1

Dalum Peraturan Bupati ini vanp dimaksud dengan :

1.
2,
3

Dacrah adalah Kabupalen Silubonda,
Bupati adalah Bupati Stiubondo.

Dewan Perwakilan Rekvet Daersh yong schirmnyvs disebat PR
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabapsien Situbondo.



(1)

)

(3)

Pemerintahan Daerah  adalah penycilenggarzan urusan pemerintahian
aleh pemcrimahan daerah dan DPRD menurul asas otonomi dan mgas
pembantuan dengan peinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesie sehagimana dimaksud
dalam Undang-tndang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945,
Pemerintah Daerah adalab PBnpafi heserta Perangkat Daerah schagei
unsur penyelenpgara Pemerintahun Daersh.

Sakrataris Daerzh adalah Sckretaris Daergh Kabupaten Situbonda.
Hadan Pemberdayaan Masyarakat dan U'erempuan, yang selanjutmya
disebut Radan adalah Baden Pemberdayaan Masyarakat dan Percmpuan
Katnpaten Sitlubordo.

Kepala Badan adalsh Kepala Badan Pembcerdayaan Masyaraket dan
Perempuan Kabupalen Situbondo.

Unit Pelaksana Teknis Badan, sclanjutnya disingkat UFTH, adalah wnsor
pelaksana operasional Badan.

BAB II
KEDUMTK AN, TUGAS, DAN FUNGSI

Fasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarskat dan Perempuan merupaken unser
pelaksama Pemerintak Draerah di bidang pemtlerdayasn masyarskat dan
[erempua.

Hadan Pemberdayaan Masyarukat dian Perempuan dipimpin olch Kepala

Budan yang berads di howah dan hertanggung jawab kepada Bupali
melalw Sckretaris Dacrah.

Badan Pcmberdayaan Msyarikal dan Perempuan dalam menjalankcan
tugasnyz di bidang tekniz administrasi dibing dan dikeordinasikan oleh
Sekretars Naerah,

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas
membante Bupati dalarr moeldksanaskan kewenangan bidang pemberdsynnr
masyardkat dan perempuan.

Paxal 4

Dalarm mclaksapakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pesal 3, Badan
Pernberdayzan Masysrekat dien Pergrpsat meniyoleresaadoan fongss -

a.

pemimuosan  kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan perempuan ;

pembinaan dan pelak=saressn (ugas di bidang pemberdayasm masyzrakal
dan perempuan;

perumusan kebijakun pemnsberdayasn lermbags-kembags masyarakat:
perumusan  kebijakan FPengembanpan Keswadayasn maesyarekat dan
Sarana Prasarana;

pcromusan  kehijakan  pelaksanaan pemberdayaam usshs  ekenomi
masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaaten dmn
nenerapan teknologt tepat mma;

penvusunan  program ¢ bidang  pemberdayamn  masyarskat  dam
perampuan;

pengioardinasian, pengendalian, pongawasm dan evaluasi pelaksansen
tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pererapuan;



£ perumusan kebijakan program pemberdayaan perempuan dalam rangka
peningkatan peran serta dan kesetaraan gender,

i, perumusan kebijaken pelaksanaan program bimbingan konseling
terhadap korban akibat kekermsan dalam ramah tangga

jo  pelaksanaan pemnbendayzan masyarakat dan perempusn;

k. pelaksanaan kegiatan ketatausabaan,

. pelapotan hasil pelaksanaan tugas; dan

m,  pelaksanakan tugas kedinasan lnin yang diberikan oleh Bupail.

BAB Il
ORGANISASL
Pazal §

Orpanisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdire dari :
a. Kepala Badan.
. Sckreteris, membavwahi -

. Sub Bagian Umum ;

2. Sob Bagian Kenangan ;: dan

1. Sub Bagian Perencanaan, Fvaluasi dan Pelaporan.
c.  Bidang Keswadavaan Masyarakat dan Sarana Presarans, membavahi :

1. Suhb Ridang Keswadayaan Masyurikat ; dan

2. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana.
4. Pidang Pengembangan Perekonomian Masyaralal, membawady @

1. Sub Bidang Ekenomi Pembangunan ; dan

2. Suob Bidang Teknotogi Tepat Guna dan Usaha Toformal.
e.  Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi ;

1. Sub Bidanyg Peranserta Peyempuan ; dan

2. Sub Bidang Keadilan dan Kesctaraan Gender.
1. 'nit Pelaksana Teknis Badan.

Kclompok Jabatanr Fungsional.

Paszal 6

(1) Sckretaciat dipimpin olch Sekretaris, Didang dipimpin oleh Kepala
Ridang vang masing-masing berada dibgwah dum bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

{2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepela Sub Bagian yang
berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Sekrctaris.

(3> Masing-masing Sub Bidang dipimpin aleh Kepala Sub Bidang yang
herada di bawah dan bertanguung fawab kepada Kepala Bidang,
RARTY
FENMJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesain
KEFPALA BADAN
Pasal?

Kepale Bodan mempunvai tpgas memimpin, melakuksn koomlings dan
pengendalian dalam penyelenpgporman kegimtan Ji Wdans pembonbkayasm
masvarakat dan perempuan.
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Ragian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal §
Sckretarint mempunyai  lugas membantu  Kepala Badan dalam
pengkoordipasian, penyusunan  program  den  pefeksmtasn  evaleast

penyelenpgaraan tupas-lupus Bidang secam terpadu dan tugas pelayanan
administratif kepada selunzh gatuan organisasi dalam linglangan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan lugas schagaimana dimaksad datam Pasal 8, Sekretariat
memyelengparakan fingst
a.  pelaksanaan lata usaha kamtor, perenpkapan, urusan rumah tangpa

Radan, dan administrasi di lingkungan Badan:
b.  penyusunam rencana Kegiatan tahunan Dadem;
pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas—
Tugas bidang sccars terpadix
penyiapan bahan evaluasi tngas — tapgas bidang secara terpadu
pelaksansar urusan keauangan;
pelaksanaan urusan umen;,

r

pelaksanaan vruzan kepegawaian;

pelaksamaan kegigtan kctatzusshaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dadan.

S g
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Paragraf 1l
Sub Bagian Umum
Pazal 10

(13 Sub Bagiun Umum scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka
|, mempunyai teras molaksanskan tata usaha vrowm.

{2) Dalam melsksanskan tugas schapaimans dimaksud pada ayat (1), Sub
Bapnn Umum menyelenggarakan fimgsi -
a pelaksunaan yrusan ninah tangga dan protokol Badan;
h. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian
barang-barang keperluan Badan dan perbekalan lain;
pelaksanaan urisan sural-aneny ural;
pencatatan dan pelaporan barang invenlaris;
pengadasn dan pemelibaraan perlengkapan,
pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
penyelenpearaan tepas  kepepawatan  Badan  vang  meliputi
pengumpulan data kepegawaisn,  pembuatan  DPaflar Usut
Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut
kenankan  paji berkala, kenatkan pangkat mutasi  pegawai,
pergangkatan dan pemherhentian pegawai,
h. penyvelenpearasn kesejableraan pegawai;
1. pemyusunan Laperan Kepegawatan:
pelaksanaan ketatansszhaan,
k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan

wom oo

N
"
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(1)

4

(1}

(2)

!, pefaksansan tugas kedinasan lain yang diberikan ofeh Schretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
Sub Bagisn Keuangan
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sehagaimana dimeksud dalam Pasal 5 boruf b

angka 2, mewopunvai topas melakaanakan keiatansahoom don iata usabs

keuanpan.

Balam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksad padz ayat {1), Sob

Bapian Keusngan menyelenggarakan fimgsi :

a. menyusunan dokumen rencana kegiatan dan anguaran serta dokumen
petaksanaan anggaran;

b. proyigpan rencana pelaksangan anggaran Badan:

< polaksanaan  administrasi kewsmymm  kedinasan  yang  melipuii
pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja kedinasan
serta pembayaran gaji pegavad;

d. penyiapar laporan pertanggimpiawahan keuangan Badan;

pengurusan penyelesaian tumtuian gapti rugi Jam biaya pengeluaran

Badin;

pembuatan [aporan bulanan realizasi fisik dan keuangan;

pelaksanaan ketatansshaan;

pelapoeran hasil pelaksanaan tugasnyn kepada Sckretarts; dan

pelaksansen tugas kedipasan lain yang diberikon oleh Sekretaris

sesnai dengan tugas dun funpsinya.

T
4

i~ 2 I

FPuragral 3
Sub Bagizn Perencanasn, Evaloasi dan Pelaporan
Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, FEvaluasi dan Pelaporan  scbagaimana
dimaksud daiam Pasal 5 hurof b angka 3, mempunyai fugas perenvanaan
kepiatan, cvaluasi dan pelaperan.

Dalam melaksanakan fugas scbagaimama dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencansan. Evaluast dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
a. penyusunan Renstra dan Renja Badan;

b. penyusunan RKA dan 1JPA Pendapetan, Belanju dan Pembiayaan;
penyusunan Budaya Kerja Badan;

renyusunan LAKIP Badan:

penyusunan evahmsi kegistim Badan:

pelaksanaan  Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkumgan
Badan;

g. ponvusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahen  Tracerzh
(L.PPIY);

k. peleksanasn kelatasahaan:
i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretars; dan

RS-

j. pelaksanaas tugas dinus lain vang diberikan oleh Sekretaris sesyai

dengan tugas dan {ungsinya.



Bagian Ketiga

RIDANG KESWADAYAAN MASYARAKAT
DAN SARANA PRASARANA

Pasal 13

Bidang Keswadaysan Musyacakat dimn Sararma Prasorana memmpunysi ugas
membanty Kepala Baslan dalam melaksanakan tugas Badan Pembendayaan
Masyarakat dan Perempmnan di hidang keswadayssn masyarakat dap sarana
[TARArATA.

Pasul 14

Dalam melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang

Keswiulayaan Masyarakat dars Sarana Prasarana menyelengparakan fungs :

a. perumusan kKebijaksanman dan pelaksanaan penpgembangan  sarana
prasarana, sumber daya dan swadaya masyarakat;

b. pemmusan kebijakan penpembangan lembaga kemacyarakatan sera
peningkatan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan,

¢. perumusan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan  ketahanan
masyarakii, kelembagaan masyarakat dan lembaga adat, pengemmbangan
SDM, sertn motivasi dan swadaya gotong Toyong;

d. perumusan kcbijakan pelaksavaan pestingkatan peran serta dan motrvast
inasyarzlear dalam pembangonan;

¢. perumusan kehijukan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya
alarm

f.  pembenan bimbingan leknis lerhadap kegiatin [embaga kemasyarakatan
Desa/Keluraham:

p. perumpaan  kebiinkan  dan  pelaksamnann  programt Dengentacan
kemiskinan;

h. pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desaf
¥elurphan;

.  pclaksanuan moniloring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan
administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa’K elorahan:

j. pelaksanaan data base penyvelenggarsan Lembaga Kemasyarakutan
Disa!Kelurahan;

k. pelakeannan kepiatan katatansahaan;
. pelaporzn hasi! pelaksansan tugas; dan
m. pelaksansican tigas kedingsan b vuny diberikan oleh Kepala Badan

Paragraf 1
Sub Bidan g Keswadayaan Masyarakat
Pasal 15

{1) Sub Bidang Keswadayasn Masyamkal scbagoimana dimaksud dalam
Fasal 5 huruf ¢ anpka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Midang Keswadayamm Masyarakst dan Sarana Prasarana di bidanp
keswadayaan mazyarakat,

(2) Dalam melaksunakon tugas schapaimama dimaksud pada ayar (1), Sub
Bidang Keswadaynan Masyarakal menyelenggarakan fumgsi :
2 penyiapan podoman, bimbingan dan pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan utamanya Lembaga Pemberdaya:m Magyarakat
(LEM);



(1}

(2}

b. pelaksanaan fasititasi pengembamgan Lembaga Kemasyerakaton
serta meningkatkan kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan;

c. pelaksanaan fasilitasi, pembinazm dan  pelaksanun  Program
Musvawarsh Rencana Pemhungunan (MUSRENBANG),

d. pelaksanaan pendatian dan pengkajian pernbangunae pedesaan;

e. pengumpulan data dan menganalisa data profil Desw/Relurahan
{Potensi esa/Kcluraban);

f. pemlasilitas dan pengembangan samber {laya._ dan  swadaya
masyarakat ptelalui penabinaan, sosialisasi dan pelatibang

g pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian dan  evaluasi
techadap Program Pumbangunan dim Pemberdayamn Masyurakaf
melalni sistem perlambaan Desa/Keluraban;

h. pelaksomaan  pembinaan  terthadsp kegiatan gotomg  royong
masyarakat;

i. pelaksanaan ketalunsabaan;

j. pelaporan hasil pelakssnsan  togesnyz kepade Kepala Didamg
Keswadayaan Masvarakat dan Sarana Prasarana; dam

k. pelaksanaan tugas kedinasan luin yang diberikan oleh Kepala Bidang
Keswadayaan Masyarakat don Samna Prasaana sesuai dengan tngas
dan fungsinya.

Paragrafl 2
Suh Bidang Penpembangan Saranz dan Prasarana
Pasal 10

Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarans scbagaimana
dimaksvd datam Pasal § hwruf ¢ angka 2, mepooya  fugas
melaksanakan schapgian fupas Ridang Keswadnyaan Muosysraket dan
Rarana Prasararsa di bidang peapembatean sarana dan prasarana,

Dalam melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub

Bidang Pengembangan Sarana dan Pragarsna menyclenggarakan fungsi -

a. perencanaan dan pelaksamidan propram penpentassn kemiskism
mclaiui pembinaan, pelatihan dan perberian bantuan modal kepada

masyarakal,

h. perencanazn, }.ﬂ:ﬂgkadﬂmman pelaksanaan dan pengioventoiso
Prograre Masuk Desa/K ehurahan;

¢. penyvusunan rencana dan pelakzomamm program  pengembangan
pemantaatan Sumber Daya Alam (SDA), sarana dan prasegana
Pedesaan/Kelurahan;

4 pemfasilitasi pclaksanazn kegizan rehabiitasi dan komservasi
Sumber Daya Alam {SDA) sarona dap prasarana  Pedosaan/
Kelurahan;

e penviapan bahan dalam rangka memiasilites dan membina tedmis
lerhaidap peningkatan koalitas sumber daya manugia;

f. penyusunan rencana dan melaksimakan kepiatan pengembangan
Sumber Draya Alam (SDXA) sarana dan prasarana, yang mendulaing
peningkatan Desu/K glurahan;

2. penyusunan dan  pelaksanaan Program Penataan  Pemukiman,
Ferumahan Lingkungan dan Sumber Daya Afam;
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h. pclaksanaan pembinaan snsialisasi, koordinasi proram pembangnan

dan peman(aatan Sumber Dava Alam (SDA). surapa dan prasarana
Padesaan/Kelurahan melalun  berbagai  program  yang  masuk
Desa/Kelurahan;

i, pelaksanaan pembinaan  sosialisasi dan koordinasi progrem
peapentasan kerrsk inan;

j. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan  program

pengembangan Sumber Daya Alam (S1DA) sarana dan prasarana
Pedesaan'Kelurahan:

k. polaksanasn Ketatansahaom;

I. pclaporan hasil peloksunzan togasnya kepada Kepals Bidang
Keswadavaan Masyvarakat; dan

m. pelaksanaan tupas kedinazan lain yang diberiken oieh Kepula Bidang
Keswadayaan Masyarakat dan Sarana Prasarapa sesual dengan mges
dan fungsinya.

Baplan Keempat

BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
MASYARAKATY

Pasal 17

Midang  Pengembangsn  Perckonomisn  Masvarakal mempunyai  logas
membantu Kepala Badan dalarm melaksanakan tuges Redan Pemberdayasn

Masyarakat dan Porempuan di bidang  pengembangan  perckonomian
masyarakat.

Pasai 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana limaksod dalam Pasal 17, Bidang
Pengembangan Perekonomion Mosvarakat menyelenggarakan fungsi ;

a.

b.

pecomusan  kebijakan  pelaksansan  bantian  pembangunsn,  wsahs
ekonoru masvarakat dan pengembangan perkreditan;

perummsan kebijakan pelaksanaan penpembangan wsaha informal dan
pengembangan pernanfaatan Tekoologi Tepat Guna;

perumusan kchijakan pelaksmnaan pembinasn dan bimbingan kepada
kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam meningkatkam
nrodiks: dan pemasaran;

pengkiordinasian dan  fasilited penyelenggaraan ckonomi  penduduk
miskin;

pelaksonaan  monitoring, cvaluasi «un  pelapuran  penyelenggaraan
pemberdayasn ckonomi penduduk misking

peluksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan  penvelenggaraan
pengembangan lembapn kenangan mikro pedessian;

pembiman, pengembangan, pemberian bimbingan reknis pengembanosn
perekonumian masyarakat; _

pelaksanaan kepistan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaun lugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yany diteriken oleh Kepala Badan.

——



(1)

(2)

(1}

(2)

Il

Paragral 1
Sub Bidang Ekonomi Fembanrunan
Pasal 19

Sub Bidang Ekonomi Pembangunan sebagaimima dimaksad dalam Pasal

5 huwef d anpka |, mempnyai iugas melakszanskan sebagizn tugas

Bidanpg Penpembangan Perekonomian Masyarakal di bidang ekonomi

pernhanguman.

Dalam melaksanakan migas sebagaimans dimaksud pada ayat (1), Sub

Bidang Fkenomi dan Pemabangunan, menyelengearakan fungsi -

a. penyusunan pedomsn dan fasilitasi pengembangan isaha Fkanami
Dasa-Simpan  Pinjam (ULRD-SP)  dan  penguatan  [embaga
Perkreditan Desa (LPDYBEKD];

b. pelaksunzan [2s1liasi pengembangan permodatan vsaha gkonomi
maayarakat ;

e, pelaksanaam  (aslitast pengestn Tnstilesd Passr Pesa  dan
pengembanpan jaringan Informeasi pasar;

d. pengembangan wvsaha industri kecil/nomah tangea koperasi dan
kewirmusahaan melalm kemitrazn seria  Pengembangan  ekonom
kelompok masyarakat tertingpal;

t. pelaksanaan  fasilitasi  pengembanpan  keierkaitan | usaha
perckonomian antara kawasin perdesasn dan kawasan perkotasn;

{. pclaksanasn fasilitasi peningkatan ketshsnan pangan masyarakat
mclalit pemantapan Lumbunyg, Pangan Masyarakat Dess (T.PMIDY;

g. peningkatan swadaya dan kemandivion masyerakat dalam
penpelolaan program-program pembanguman;

h pelaksanaan ketatagsabom;

1. pelaporan hasil pelaksanasn tugasnya kepada Kepala Bidang
Pengembungan Perekonomium Masyarakat; dan

j- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikar oleh Kepala Bidang

Penpembangsn Perckonomian Masyarakar sesual dengan bidang
mgas dan fingsinya,

Paragraf 2
Suob Bidang Teknologi Tepat Guna dan Usahs Informal
Pasal 20

suh Hidang Teknologi Tepat Guna dan [saha Informal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 hwuf d angka 2, mempunyal tugas
melaksanakan scbagian tugas Bideng Pengembangan Porckonomian
Masyarakat di bidang teknoloyi tepat guna dan usaha informel.

Dalam melaksanalean tagas sebagaimana dimakend pada avat (1), Sub

Bidang Teknologi Tepat Guna dan Usaha Informal menyelenggaraken

lumgsi

#. penyusunan pedoman don fasilitasi bimbingan pemasyarakaten,
pemanfaatan dun pengembangan tcknologt tepat guma:

h. pelaksanaan kerjasama dengan Perguruan Tinggl, Instansi terkait dan
Lembaga Swaduys Masyarakat dalam ranpds pengembangan dan
pemantaatan leknologi tepat gyma;

€. penyusunan dan penganaliss hasil pemantausn wotuk bahan kajian
tcknologi tepat guna |

H
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d. pengembangen dan mensosialisasikan pemanfaatan teknofogi lepat
guni;

. pelaksanaan fasilitasi Pendayagunaan Pos Pelayanan Teknologi Desa
{Posyantekdes) dan Warung Tcknologi Desa (Wartekdes),

f pelaksanasn fasilitasi dan pendayagunaan teknologi tepat guma
datam pengembangan usaha ckoromi produktif;

¢, pelaksanaan ketatanaahaan;

h. pelaporan hasil pelaksangan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pengembangan Perekonomian Masyarakat, dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh Kepala Ehdm:l,g
Pengembangan  Perekonomian Masyarakat sesuai dengan biduny,
migas dan [ungsianya.

Bagian Kclima
RIDANG PEMBERDAYAAN PEREMFPUAN
Pasal 21

Midang Femberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakean tuges Badan Pemberdayasn Masyarakeat don Perampuon
di bidang pemberduyaan perempuan.

Pasal 212

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 21, Bideng
Pemberdayaan Perempuan menyelengparakean fungst ©

a.
b.

R

(1)

(2)

perumusan kebijakan pelaksanasn program petnberdayaan petempuan;
penmnusan  kebijakan  pelaksamsan  pengembengan  kelemhbagaan
perempuan;

perzmugan kebijakan penyusunan sencana dan pelaksanaan program
pemberdayann anak dan Temnaja;

pelaksanaan kounlmasi program peningkatan peranan wamita dan
kcgiatan organisasi wamita;

perumusan kebijakan pembinaan dan evaluasi program Pemberdayaan
dan Kescjahteraan Keluarga (PKKY;

perumusan kebijakan pelaksanasn pemberdayaan perempuan dalam
rangka keadilan dan kesetaraan gender;

perumusan kebijakan pelaksanass program Gerakan Sayang Tha {(UST);
penhinaan monitering dan cvaluasi teknis pemberdayaan perempaam;
pelaksanaan kegiatan ketatausahnan;

pelaporken bosi) pelaksanaan fupas; dun

pelaksamaan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Peran Serta Perempuan
Pasal 23

Sub DBidang Peran Serta Perempuan sebagaimana dimeksud dalzm Pasal
3 huruf ¢ angka 1. mempunyai mugas mrelaksanakan sehapian hrgas
Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang peran serta perempuarn.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Sub
Hidany Peran Serta Perempuan menyelenggarakan tangsi :
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penyiapan bahan dalam rangka menganalisis kebijakan di bidang
pemherdavaan perempuan;

pelakssnaan  fasilitasi  dan  pengembangan sumber  daya
pemberdayaan perempuan melalui pemibinasn, sosialisasi, pelatihan
dan bantuan modal;

pelaksanasn  fasilitesi, pombingan den peloksmane  progeam
pementhan kebutuhan daser dan kesehatan anak dun remaja;

pelaksanaan  fasilitasi, pembinaan dan evaluasi  pragram
Pemberdayaan dan Kegejahteraan Keluarga (PKK);

pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaas peningkatan peranum wanita;

pelaksanaan fasifitasi, koordinosi dan sosialisasi Gerakan Bayang
Ibu;

pelaksanaan ketatsusahaan;

pelaporan  hasil pelaksanasn tugasnya kepada Kepala Bidang
Bemberdayaan Perempuan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bidang
Pernberdayaan  Persmpuan  sesuai  denpan  bidang  fugas dan
fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Keadilan Kesciaraan Gender
Payal 14

Sub Bidang Keadilan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 5 huruf & angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian lugas
Bidang Femberdayaan Perempean di bidang keadilen dan kesctaren
gcnder.

Dulam melaksanaken tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Ridang Keadilan Xesetimum Gender menyclenggarakan fungs

a. penyiapan pedoman dan bahan dalam rangka pemberdayaan dan

b.

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kepiatan pemberdayasn dan penpgembangan gender serta pemanpuan
kclombapgasm perennpaan;

pelaksanaan  koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengumpulan data dan menganalisa profil gender;

pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program peningkatan kualitas
hidup perempuun;

pelaksansan kajian terhadap dampak pembanonnan sehagai upaya
nerwujudan keadilan kesetaraan serta pengemnbangan gender;
pelaksanaan program  bimbingan konoeling terhadap korban
kckerasan dofam rumah fang i,

pelaksanaan fasilitasi dan  koordinasi dalam rangka pengusian
jaringan lembaga masyarukal;

pelaksanaan ketatansahasn,

pelaporan hasil pelaksanaun  lupasnya kepada Kepals Bidang
Pemberdayaan Perempuan; dan

pelakspnasn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Xepala Bidany

Pemberdayaan Perempuan  sesuat dengan bidang  fugas  dan
fungsinya.
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KETENTUAN PENUTUP

a=al 25

Dengan bevlukunya Peraturan Bupati ini, maka Peratoran Bupehi Situbondo
Nomor 53 Tehun 2008 tentang Umisn Tugas dJdan Fumgsi Baxdan
Pemberdayaan Masyarakal dan Perempuan Kabupaten Situbondo dicabut dan
dinyatakan tidak berlakw

I'asal 26

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada mnggal diundangkan

Agar seiiap omang dapat mengetahinya, memerinfabkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrab Kabupaten
Situbondo.
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